SALINAN

ZZJA\
BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 189 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN ASURANSI KEPADA
PENGUNJUNG OBYEK WISATA DAN TATA CARA KERJA SAMA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PARIWISATA OLEH PIHAK KETIGA
DI OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan obyek wisata yang dikerjasamakan
dengan pihak ketiga memiliki potensi pendapatan bagi
desa maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata
dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan
Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Obyek Wisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 189
Tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada
Pengunjung Obyek Wisata dan Tata Cara Kerja Sama
Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di
Obyek Wisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Repubilk Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun
2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013
Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25);

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019
tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek
Wisata dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan
Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Obyek Wisata
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor
191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 189 TAHUN
2019 TENTANG PERLINDUNGAN ASURANSI KEPADA
PENGUNJUNG OBYEK WISATA DAN TATA CARA KERJA
SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PARIWISATA OLEH
PIHAK KETIGA DI OBYEK WISATA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019
tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata dan Tata
Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di
Obyek Wisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 191)
diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)
(4)

(9)

Pasal 8

Pemungutan karcis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(7) dikenakan kewajiban atas pajak hiburan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang disetorkan ke kas Daerah.
Pihak ketiga dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata di obyek wisata
harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di desa
tempat obyek wisata berada.

Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berbentuk
sumbangan pihak ketiga kepada desa dari hasil pungutan yang diperoleh.
Sumbangan pihak ketiga kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berdasarkan Peraturan Desa tentang Sumbangan Pihak Ketiga.
Besaran sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) dan disetorkan ke kas Desa sebagai pendapatan lain-lain
yang sah.



(6) Besaran sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disetorkan ke Rekening Kas Desa.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 31



